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Lampiran 2. Pengantar Wawancara

Judul : Tata Kelola Jaringan Sinkronisasi Perencanaan
Penelitian dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Tujuan : Menganalisis Struktur, Konteks dan Kapabilitas
Penelitian Jaringan untuk merumuskan Strategi Tata

Kelola Jaringan sinkronisasi Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan Nasional

Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Struktur jaringan dianalisis menggunakan teori Provan dan Milward, (1995)
yang meliputi: Pertama, Integrasi Jaringan; Kedua, Pengawasan eksternal
jaringan;

2) Konteks jaringan dianalisis menggunakan teori Provan dan Milward, (1995)
yang meliputi Pertama, Stabilitas sistem jaringan; dan Kedua, Ketersediaan
Sumber Daya.

3) Kapabilitas Tata Kelola Jaringan dianalisis menggunakan, konsep Tim den
Ouden (2015) yang meliputii  Pertama, Refleksitas;  Kedua,
Resilience/Ketahanan; Ketiga, Responsiveness/Daya Tanggap; dan Keempat,
Revitalizing/Revitalisasi

Dengan kerangka analisis yang dikemukakan di atas, dimohon dengan
hormat Bapak/lbu berkenan membantu penelitian dengan memberi jawaban-
jawaban tertulis terhadap pokok-pokok pertanyaan yang diajukan. Bapak/Ibu
bebas dan leluasa memberi jawaban-jawaban menurut pengetahuan dan
pengalaman Bapak/Ibu terhadap setiap pertanyaan yang diajukan. Bila dipandang
perlu, Bapak/Ibu bisa melengkapi jawaban-jawaban tersebut dengan data yang
dilampirkan.

Untuk itu, selain disampaikan Pedoman Wawancara tertulis, guna
mempermudah dan memperlancar pemberian jawaban terhadap pertanyaan,

maka jawaban dapat diberikan dalam dua cara: Pertama, jawaban-jawaban ditulis
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tangan langsung di bawah pertanyaan-pertanyaan yang tersusun dalam pedoman
wawancara ini; dan/atau Kedua, jawaban-jawaban diketik langsung dibawah
pertanyaan-pertanyaan yang tersusun dalam pedoman wawancara yang
tersimpan dalam sofftfile.

Demikian pengantar wawancara ini disampaikan atas perhatian,
perkenan dan partisipasi Bapak/lbu dalam penelitian ini, diucapkan terima kasih
yang setulusnya. Semoga Bapak/Ilbu senantiasa dirahmati Allah Yang Maha

Kuasa.

Hormat Peneliti,

IRMA SAKTY
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Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Judul Tata Kelola Jaringan Sinkronisasi Perencanaan dan
Penelitian Penganggaran Pembangunan di Indonesia
Informan : 1. Kemenkeu

2. Bappenas

3. Kemendagri

4. Kemenkoperekonomian

5. BPKP

6. BPK

7. DPR

8. DPD

9. Pemerintah Daerah

10. DPRD

11. Akademisi

12. LSM/Ormas

A. Panduan Wawancara Untuk Pertanyaan Penelitian Pertama

‘Bagaimana Struktur Jaringan Sinkronisasi Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan di Indonesia?”

1.

v

Network Integration

Hal apa saja yang perlu diintegrasikan dalam dalam perencanaan dan
penganggaran pembangunan di Indonesia?

Siapa yang berperan dalam mengintegrasikan proses perencanaan dan
penganggaran pembangunan di Indonesia?

Mekanisme apa yang digunakan dalam mengintegrasikan perencanaan
dan penganggaran Pembangunan di Indonesia

Bagaimana peran aktor dalam mengintegrasikan perencanaan dan
penganggaran daerah kedalam perencanaan dan penganggaran
Pembangunan nasional?

Mekanisme apa yang digunakan dalam mengintegrasikan perencanaan
dan penganggaran daerah kedalam perencanaan dan penganggaran
Pembangunan nasional

Tantangan dan hambatan apa vyang dihadapi dalam proses
pengintegrasian perencanaan dan penganggaran pembangunan di
Indonesia?

Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk menghasilkan
perencanaan dan penganggaran Pembangunan yang terintegrasi?
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2. External Control

v

v

Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan perencanaan dan
penganggaran Pembangunan di Indonesia

Bagaimana proses pengawasan perencanaan dan penganggaran
Pembangunan di Indonesia?

Factor apa saja yang mempengaruhi proses pengawasan sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran pembangunan di Indonesia
Langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fungsi
pengawasan dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

pembangunan di Indonesia?

B. Panduan Wawancara Untuk Pertanyaan Penelitian Kedua

‘Bagaimana Konteks Jaringan Sinkronisasi Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan di Indonesia?”
1. System Stability

v

Siapa yang berperan dalam menjaga stabilitas perencanaan dan
penganggaran Pembangunan di Indonesia?

Factor apa saja yang dapat mempengaruhi stabilitas jaringan sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran Pembangunan di Indonesia?

Langkah apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga stabilitas jaringan

sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Pembangunan di Indonesia

2. Resource Munificience

v

Sumber daya apa saja yang dimiliki aktor dalam jaringan yang dapat
digunakan dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
Pembangunan di Indonesia?

Bagaimana para aktor mengelola sumber daya tersebut dalam proses
sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Indonesia?
Factor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya dalam
jaringan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan di
Indonesia?

Bagaimana cara agar dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas
sumber daya yang dimiliki aktor dalam proses sinkronisasi perencanaan

dan penganggaran Pembangunan di Indonesia?
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C. Panduan Wawancara Untuk Pertanyaan Penelitian Ketiga

‘Bagaimana Kapabilitas Jaringan Sinkronisasi Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan di Indonesia?”

1.

Reflexivity

v' Bagaimana kapabilitas aktor dalam menghadapi berbagai kerangka acuan
dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran Pembangunan di
Indonesia?

v' Bagaimana saran dan masukan dari aktor untuk meningkatkan kapabilitas
jaringan dalam menerjemahkan tujuan Pembangunan nasional kedalam

dokumen perencanaan dan penganggaran Pembangunan di Indonesia?

Resilience

v' Bagaimana kapabilitas aktor dalam menghadapi perubahan kebijakan dan
ketidakpastian lingkungan dalam proses perencanaan dan penganggaran
pembangunan di Indonesia?

v' Bagaimana saran dan masukan dari aktor untuk meningkatkan kapabilitas
jaringan dalam menghadapi perubahan kebijakan dan ketidakpastian
lingkungan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan
di Indonesia?

Responsiveness

v Bagaimana kapabilitas aktor untuk  merespon perubahan agenda
pemerintah dan tuntutan ekspektasi masyarakat dalam proses
perencanaan dan penganggaran pembangunan di Indonesia?

v' Bagaimana saran dan masukan dari aktor dalam merespon perubahan
agenda pemerintah dan tuntutan ekspektasi masyarakat dalam proses
perencanaan dan penganggaran pembangunan di Indonesia?

Revitalization

v' Bagaimana kapabilitas aktor dalam memecahkan masalah dan mencari
jalan keluar atas kebuntuan/stagnasi yang dihadapi dalam proses
sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan?

v' Bagaimana saran dan masukan dari aktor untuk meningkatkan kapabilitas
jaringan dalam memecahkan masalah dan mencari jalan keluar atas
kebuntuan/stagnasi yang dihadapi dalam proses sinkronisasi perencanaan
dan penganggaran Pembanguan?
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Lampiran 4. Dokumentasi Pada Saat Penelitian

Sumber: Kemendagri, Bappenas, Balitbangda Prov. Sulsel, DPRD Prov. Sul
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